SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 61 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
desa dan memberdayakan perbankan milik pemerintah
kabupaten, Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu
diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan



Menetapkan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);

. Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor
61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor
61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sragen Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 66), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah dan ditambah 1

(satu) angka yakni angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Sragen.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.

»

Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen

5. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya
disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke
rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
rekening kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan
tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala
Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disebut PPKD, adalah Perangkat Desa
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan  Keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat
Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur,
adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa
dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada
Bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh  Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran
yang disediakan dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan  yang akan dilaksanakan



33.

34.

35.

36.

37.

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan
Penjabaran APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang
selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya
berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya
disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya
disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat
arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening
kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala
Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Rekening Operasional Desa yang disingkat ROD
adalah rekening tempat penampungan dana yang
berasal dari RKD yang digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran desa.

. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

Pasal 49
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
penerimaan dan pengeluaran Desa yang

dilaksanakan melalui RKD pada bank yang ditunjuk
oleh Bupati.

RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan
Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan
keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Desa dapat membuka ROD pada bank yang ditunjuk
oleh Bupati.

Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan semua
dana yang berada di ROD beserta bunganya wajib
disetorkan kembali ke RKD.

. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 72A yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 72A

(1) Pengeluaran dana dari RKD dilaksanakan melalui
pemindahbukuan ke ROD.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dari RKD ke ROD berdasarkan SPP dalam aplikasi
siskeudes.

(3) Bank pemegang RKD harus menyerahkan copy SPP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bank
pemegang ROD pada setiap transaksi.

(4) Pengeluaran dana dari ROD berdasarkan Surat
Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Kepala
Desa, Sekretaris Desa, bendahara Desa dan
pelaksana kegiatan anggaran.

(5) Bank pemegang ROD mencocokkan Surat Perintah
Membayar dengan copy SPP dari Bank pemegang

RKD.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Sragen
a.n Sekretaris Daerah da t 1 13-2-2020
Asisten Pemerintahan dan kesra pada tangga e
u.b

Feoyla Bagian Hukum BUPATI SRAGEN,

ZNabupaten Sragen
m ttd dan cap
w7
Yulianto, S.H., M.Si KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

~———" Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 13-2-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 5



